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WALIKOTA MANADO,

bahwa Dewan Perwalilon Ralzvat Doerch ssbagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran dan
tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas,
produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban,
fingsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi
Dewaii Teiwanilail hanyal Dacialli Rola Mairaao uiitus
mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi
masyarakat, maka perlu ditunjang dengan dana/biaya yang
memadai;

bahwa berdasarkan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018, maka pelaksanaan masa reses bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Manado perlu ditetapkan Dokumen Pelaksana
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sekretariat
Dewan Perwakilan Kakyat Daerah Kota iMianado;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a,huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Manado;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
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Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
yPembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kah
diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Manado;

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN WALIKUTA TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MANADO.

BAD 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :
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. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
. Wallkuld audidall Wallkula Vidiiado,

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.

. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kota Manado.
. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Manado yang diresmikan

REaiiggolaaiiilya s€uagai aiiggota D1 D aii t€lali niciigucapnaii sunipai ; jaiiji
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Masa Reses adalah Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja

dalam 1 (satu) kali reses, dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan
atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap
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membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses,
yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN RESES
Pasal 2
Maksud Reses adalah melakukan komunikasi dua arah antara legislatif dengan
konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota
DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Pasal 3
Tujuan Reses adalah menverap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan
pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral <;1an
politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan
rakyat dalam pemerintahan.

BAB 11
JENIS RESES

Bagian Kesatu
Reses Kelompok
Pasal 4
(1) Reses kelomnok adalah reses vang dilaksanakan secara bersama-sama oleh
semua anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Kegiatan reses kelompok dilaksanakan di daerah pemilihan kelompok reses.

Bagian Kedua
Reses Perorangan
Pasal 5
(1) Reses perorangan adalah reses yang dilaksanakan secara perorangan oleh
semua anggota DPRD.
(2) Kegiatan reses perorangan dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing
anggota DPRD.

BAB 1V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Ferencanadarn Reses
Pasal 6
(1) Rencana pelaksanaan reses dalam 1 (satu) tahun masa sidang berpedoman
kepada Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
(2) Jadwal pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado
ditetankan melalui Ranat Badan Musvawarah.

Pasal 7

(1) Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan pada setiap masa
persidangan, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode
keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

(2) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan hersamaan dengan pelaksanaan
tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan , pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan
tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan.

(3} Masa reses sebagaimana disebutkan pada avat (1) di atas dilaksanakan paling
lama 6 (enam) hari dalam 1 kali reses bagi DPRD Kota Manado.

(4) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah
diakses.

(5) Masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan
dengan memperhatikan:

a. Waktu reses anggota DPRD pada daerah pemilihan;

b. Rencana kerja Pemerintah Daerah;

c. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan

d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah.



Pasal 8

Peserta reses adalah seluruh elemen masyarakat yang berada di daerah pemilihan,
antara lain :

a. Pemerintahan yang terdiri dari :
1) Camat
2) TNI/Polri
3) Pimpinan Puskesmas
4) Instansi terkait
5) Lurah
6) Kepala Lingkungan
b. Kelompok Masyarakat yang terdiri dari :
1) Organisasi Politik
2) Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
3) Tokoh Pemuda
4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
5) Organisasi Kemasyarakatan
6) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
7) Majelis Taq'lim
8) Masyarakat yang berdomisili di daerah pemilihan

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Reses
Pasal 9

(1) Kegiatan reses sekurangnva melalui 4 (empat) tahapan vaitu :

d.

b.
c.
d.

Rapat Pimpinan dan/atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal
pelaksanaan dan tempat tujuan reses.

Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD.
Pelaksanaan Reses.

Laporan Hasil Pelaksanaan Reses.

(2) Pelaksanaan reses dapat dilakukan pada daerah pemilihan berdasarkan
pembagian kecamatan, terdiri dari:

aoo

o

Dapil 1 meliputi Kecamatan Paal 2 dan Kecamatan Tikala

Dapil 2 meliputi Kecamatan Wenang dan Kecamatan Wanea

Dapil 3 meliputi Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario

Dapil 4 meliputi Kecamatan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan
dan Kecamatan Tuminting

Dapil 5 meliputi Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Singkil

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

(1) Biaya pelaksanaan reses dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kota Manado melalui DPA Perangkat Daerah Sekretariat
DPRD Kota Manado.

(2) Biaya pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.
b.

f

Biaya Cetak buku Laporan
Makan Minum Khusus ( Makanan Prasmanan dan Snack/Makan Minum
Kegiatan)

c. Sewa tempat/sewa ruangan pertemuan/sewa Tenda;
d.
e. Sewa Sound System.

Sewa Kursi, dan

Sewa Speed Boat

(3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan
pada setiap pelaksanaan Reses dengan spesifikasi di atur dalam Kerangka
Acuan Kerja tersendiri serta mempernaukan standart harga yang teian
ditetapkan oleh Walikota.



Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah memberikan pembiayaan melalui Dokumen Pela.ksgna
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Pema@w
Rakvat Daerah Kota Manado untuk nelaksanaan masa reses hagi Pimpninan
dan'Anggota DPRD Kota Manado dalam menyerap aspirasi masyarakat.

(2) Biaya masa reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang daq
dibayarkan setiap 1 (satu) kali masa reses dilaksanakan, yang besarannya di
peroleh setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado adalah maksimal
Rp. 38.132.000 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah),

(3) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado diberikan uang muka
sebesar 50% (lima puluh persen) dari rincian permintaan kebutuhan
Anggaran Reses.

(4) Setiap Pimpinan dan Anggota wajib memasukan rencana kegiatan dan
belanja.

(5) Sisa Anggaran pelaksanaan reses akan diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota  Manado setelah memasukan laporan
pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 12
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Manado melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Sekretariat DPRD Kota Manado.

BAB V1
PENDAMPINGAN
Pasal 13
(1) Setiap pelaksanaan reses wajib didampingi/difasilitasi oleh Aparatur Sipil
Negara Sekretariat DPRD Kota Manado.
(4) Pendamping reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu
pelaksanaan reses untuk menyiapkan administrasi.
(3) Pendamping dalam melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas dari
Sekretaris DPRD dan diberikan uang perjalanan dinas sesuai dengan
lamanya pelaksanaan reses.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RESES

Bagian Kesatu
relapuran
Pasal 14

(1) Setiap Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada
Pimpinan DPRD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat;
a. Waktu dan tempat kegiatan reses:

b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat rincian
laporan anggaran tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses,
vang disampaikan kenada pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

(4) Anggota DPRD Kota Manado yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.



Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 15
(1) Pelaksana reses wajib menvampaikan pertanggungiawaban pelaksanaan
reses antara lain sebagai berikut :

a. Dana reses harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti
pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku, serta dibuktikan dengan pesanan dan
dokumentasi kegiatan:

b. Daftar hadir peserta reses;

c. Berkas pertanggungjawaban dan laporan reses disampaikan paling
lambat 6 (enam) hari setelah reses melalui Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kota Manado.

(2) Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan masa reses bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Manado Nomor 7 Tahun 2017 tentang Masa Reses Bagi Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado (Berita Daerah Kota
Manado Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Manado.
Ditetapkan di Manado
SEKRETARIAT DPRD KOTA MANADO PARAF
pada tanggal (6 A§vsty 2021
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